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 NASKAH PUBLIKASI  

PERLINDUNGAN HUKUM UMKM MELALUI PENDAFTARAN MEREK 

DAGANG DI YOGYAKARTA 

SKRIPSI 

Soewardiman Al Afghani 

NIM : 20140610230 

ABSTRAK 

 

Latar Belakang : Yogyakarta merupakan suatu kota di Indonesia dimana banyak 

warganya yang turut serta dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah Istimewa 

Yogyakarta, pada tahun 2016 jumlahnya mencapai 238.619 Unit yang terdapat 

industri UMKM yang ada di Yogyakarta. Dari jumlah tersebut terdapat berbagai 

jenis usaha UMKM seperti : Aneka Usaha, Perdagangan, Industri Pertanian, Dan 

Industri Non Pertanian. Begitu banyak jumlah UMKM tersebut juga menghasilkan 

begitu banyak pula Merek dagang yang dihasilkan. Dari kecendrungan tersebut 

akan menimbulkan potensial besar permasalahan dikemudian harinya yaitu 

Penyalahgunaan Merek Dagang olek pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab 

apabila UMKM tidak mendafatarkan Merek Dagangnya, dan akan mempengaruhi 

perkembangan usaha UMKM nantinya.  

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fasilitas dan Bantuan 

Pemerintah untuk mendorong UMKM mendaftarkan Merek Dagang di Yogyakarta 

dan mengetahui UMKM dengan mendaftarkan Merek Dagang merasa 

mendapatkan pelindungan hukum sehingga melaksanakan pendaftaran Merek 

Dagang.  

Metode Penelitian : Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan 

menggunakan pendekatan yuridis empiris.  

Kesimpulan : Hasil dari penelitian ini menunjukan sudah adanya fasilitas dan 

bantuan dari pemerintah akan tetapi belum dimasimalkannya oleh pelaku UMKM 

oleh sebab itu pemerintah perlu peningkatkan pemahaman pelaku UMKM dalam 

proses pendafataran merek dagang   

 

Kata Kunci :  Perlindungan Hukum, UMKM,  Merek Dagang,  Pendaftaran 

Merek Dagang 
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A. LATAR BELAKANG 

Yogyakarta merupakan suatu 

kota di Indonesia dimana banyak 

warganya yang turut serta dalam 

Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM). UMKM menjadi 

salah satu usaha yang dampak 

mendongkrak ekonomi pembangunan 

di Yogyakarta. Dari data yang 

diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah 

Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2016 

jumlahnya mencapai 238.619 Unit 

yang terdapat industri UMKM yang 

ada di Yogyakarta. Dari jumlah 

tersebut terdapat berbagai jenis usaha 

UMKM seperti : Aneka Usaha, 

Perdagangan, Industri Pertanian, Dan 

Industri Non Pertanian.  

Begitu banyak jumlah UMKM 

tersebut juga menghasilkan begitu 

banyak pula Merek dagang yang 

dihasilkan. Dari hal tersebut 

kecendrungan akan menimbulkan 

potensial permasalahan dikemudian 

harinya yaitu Penyalahgunaan Merek 

Dagang olek pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab dikarenakan 

UMKM tidak memiliki perlindungan  

hukum apabila merek dagang dari 

usaha UMKM tersebut belum 

didaftarkan merek dagangnya. Hal  

ini  akan merugikan pihak yang 

seharusnya mendapatkan haknya 

apabila timbul permasalahan sengketa 

dikemudian hari.  

Begitu banyak jumlah 

UMKM tersebut juga menghasilkan 

begitu banyak pula Merek dagang 

yang dihasilkan. Dari hal tersebut 

kecendrungan akan menimbulkan 

potensial permasalahan dikemudian 

harinya yaitu Penyalahgunaan Merek 

Dagang olek pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab dikarenakan 

UMKM tidak memiliki perlindungan 

hukum apabila merek dagang dari 

usaha UMKM tersebut belum 

didaftarkan merek dagangnya. Hal  

ini  akan merugikan pihak yang 

seharusnya mendapatkan haknya 

apabila timbul permasalahan sengketa 

dikemudian hari.  

Dari alasan dan fakta yang 

dikemukakan diatas akhirnya 

mendorong saya untuk melakukan 

penelitian hukum untuk mengkaji 

lebih jauh mengenai Perlindungan 

Hukum UMKM Melalui Pendaftaran 

Merek Dagang di Yogyakarta, dengan 

judul Penelitian “Perlindungan 

Hukum UMKM Melalui 
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Pendaftaran Merek Dagang Di 

Yogyakarta” 

B. Rumusan Masalah 

Dari beberapa uraian latar 

belakang diatas, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Apakah Fasilitas dan Bantuan 

pemerintah bisa mendorong 

UMKM untuk mendaftarkan 

Merek Dagang UMKM di 

Yogyakarta ? 

2. Apakah UMKM dengan 

mendaftarkan Merek Dagang 

merasa mendapatkan perlindungan 

hukum ? 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan 

penelitian hukum empiris dengan 

menggunakan pendekatan yuridis 

empiris, pendekatan yuridis empiris 

dilakukan dengan menelaah hukum 

dalam kenyataan atau berdasarkan 

fakta yang didapat secara obyektif di 

lapangan baik berupa data, informasi, 

dan pendapat yang didasarkan pada 

identifikasi hukum dan efektifitas 

hukum, yang didapat melalui 

wawancara dan / atau kuisioner 

dengan pihak terkait dan akademisi 

yang berkompeten terkait dengan 

masalah yang penulis angkat dalam 

penelitian ini.  

Data yang telah terkumpul 

yang sudah diperoleh dari penelitian , 

selanjutnya dilakukan analisis dengan 

menggunakan tipe analisis deskriptif 

kualitatif, dimana data dan fakta yang 

telah dihasilkan di deskripsikan atau 

dengan kata lain menjelaskan dengan 

kalimat-kalimat yang terstruktur 

secara mendalam, terperinci, 

sistematis, dan analisis, sehingga 

dalam memahami memahami dan 

mengungkap sebuah fakta yang 

menghasilkan suatu kesimpulan. 

(Mukti Fajar. 2015) Data yang sudah 

dianalisis yang menjadi sebuah 

kesimpulan , kesimpulan tersebut 

menggunakan metode induktif 

diamana berfikir berdasarkan fakta 

yang bersifat khusus, dilanjutkan 

dengan kesimpulan yang bersifat 

umum. (Mukti Fajar. 2015) 

D. Hasil dan Pembahasan 

1. Fasilitas dan Bantuan pemerintah 

dalam mendorong UMKM untuk 
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mendaftarkan Merek Dagang 

UMKM di Yogyakarta 

a. Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah di Yogyakarta dalam 

Mendaftarkan Merek Dagang 

Berdasarkan Data Dinas 

Statistik DIY  menunjukan jumlah 

Usaha Kecil, Mikro dan Menengah 

(UMKM) jumlahnya sampai  

dengan tahun 2016 yaitu 238.619 

Unit UMKM dengan jumlah 

pertambahan dari tahun 2014-2016 

sejumlah 17.916 Unit UMKM. 

Sedangkan, berdasarkan data 

Kantor Wilayah Kemenkumham 

DIY jumlah UMKM di Yogyakarta 

yang telah mengajukan pendaftaran 

Merek Dagang dalam kurung waktu  

5 tahun terakhir dari tahun 2014 

sampai dengan 2018 Total 

Permohonan yang masuk kedalam 

daftar UMKM yang mengajukan 

Permohonan Pendafataran merek 

dagang di Yogyakarta yaitu 

sejumlah 768 Merek Dagang 

UMKM.  

Melihat jumlah UMKM di 

Yogyakarta sampai dengan 

Desember 2016 yaitu berjumlah 

238.619 Unit UMKM dengan 

jumlah pertambahan dari tahun 

2014-2016 sejumlah 17.916 Unit 

UMKM. Dan UMKM perperiode 

2014 sampai dengan 2018 atau 

dalam kurung waktu  5 tahun 

terakhir UMKM yang mengajukan 

Permohonan Pendafataran merek 

dagang di Yogyakarta yaitu 

sejumlah 768 Merek Dagang 

UMKM dengan kata lain dengan 

menghubungkan data jumlah 

Pertambahan UMKM tahun 2014-

2016 dan jumlah Pendaftaran 

Permohonan UMKM maka 

Presentase UMKM yang 

mendaftarankan Merek Dagangnya 

yaitu sebesar 4,28 %  [768 (Jumlah 

Pendaftar Permohonan UMKM) : 

17.916 (Jumlah pertambahan 

UMKM) x 100 %] 

Dari perhitungan data diatas 

menjelaskan masih banyaknya 

UMKM di Yogyakarta yang masih 

belum mendaftarkan Merek 

Dagangnya. 

b. Fasilitas Dan Bantuan 

Pemerintah Didalam Proses 

Pendaftaran Merek Dagang 

UMKM Di Yogyakarta 

Didalam Proses Pendaftaran 

Merek Dagang UMKM di 

Yogyakarta melibatkan peranan 

instansi-instansi Pemerintah seperti: 
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a. Instansi Kantor Dinas Koperasi 

dan Usaha, Mikro Kecil, dan 

Menengah DIY; 

b. Instansi Kantor Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan 

DIY. 

c. Instansi Kantor Kecamatan, 

desa ; 

d. Instansi Kantor Kanwil 

Kemkumham DIY terkhusus 

bagian Subdit Hak Kekayaan 

Intelektual 

Berdasarkan wawancara 

dengan ibu Endang selaku staff Sub 

bidang UMKM yang menerangkan 

bahwa instansi Kantor Dinas 

Koperasi dan Usaha, Mikro Kecil, 

dan Menengah DIY memberikan 

fasilitas dan bantuan dalam rangka 

Pendaftaran Merek Dagang UMKM 

sebagai berikut: 

1. Pemberian Pendampingan 

maupun Konsultasi bagi Pelaku 

UMKM yang membutuhkan 

bantuan dalam Pendafataran 

Merek Dagang  ; 

Adapun Program yang sempat 

berjalan di Dinas Koperasi dan 

UMKM DIY yaitu Program 

Pemberian bantuan Biaya dari 

anggaran  APBD pada tahun 2015 

untuk Pendaftaran Merek Dagang 

UMKM. Bantuan tersebut 

berjumlah 98 Unit UMKM di 

Yogyakarta 

Berdasarkan wawancara 

dengan ibu Ida selaku staff  Balai 

Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan 

Kekakyaan Intelektual yang 

menerangkan bahwa instansi 

Kantor Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan DIY  memberikan 

fasilitas dan bantuan dalam rangka 

Pendaftaran Merek Dagang 

UMKM sebagai berikut:  

1. Pemberian Surat Rekomendasi 

UMKM; Rekomendasi untuk 

dana APBN/Ditjen KI/ 

Kementrian berjumlah 105 

Rekomendasi saja dengan 

kisaran waktu 2013-2017 

2. Adapun Program Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan 

DIY memberikan bantuan 

Kepada Pelaku usaha UMKM 

di DIY  dengan menggunakan 

anggaran ABBD yang 

diberikan kepada Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan 

DIY; dan juga Rekomendasi 

untuk Dana APBD berjumlah 

102 Rekomendasi dengan 

kisaran wantu 2013-2017. 
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Berdasarkan wawancara 

dengan Bapak Haruyono, S.T. 

sebagai Kepala Desa Widodomartani 

Ngemplak Sleman dan juga ibu Dra. 

Tyasningsih selaku camat 

Mergangsang, Menerangkan bahwa 

Instansi Kantor Kecamatan, dan desa 

memberikan fasilitas dan bantuan 

dalam rangka Pendaftaran Merek 

Dagang UMKM sebagai berikut: 

1. Untuk Kecamatan dapat 

mengeluarkan “Surat izin usaha 

Mikro” yang dimana dapat 

menjadi dasar mengajukan 

permohonan pendaftaran merek 

dagang UMKM di Kanwil 

Kemenkumham DIY; 

2. Untuk Desa dapat mengeluarkan 

Surat Keterangan Usaha Mikro 

yang dimana juga dapat menjadi 

dasar mengajukan permohonan 

pendaftaran merek dagang 

UMKM di Kanwil 

Kemenkumham DIY 

Berdasarkan wawancara 

dengan Bapak Haryanto Ida selaku 

Penyuluh di Kantor Wilayah 

Kemenkumham DIY dan juga mas 

Danang sebagai administrator di Sub 

Bidang HKI Kantor Wilayah 

Kemenkumham DIY. Menerangkan 

bahwa instansi Kantor Wilayah 

Kemenkumham DIY Sub Bidang 

HKI khususnya memberikan fasilitas 

dan bantuan dalam rangka 

Pendaftaran Merek Dagang UMKM 

sebagai berikut: 

1. Didalam Proses Pendafataran 

Merek Dagang UMKM di Kantor 

Wilayah Kemenkumham DIY Sub 

Bidang HK bahwasannya 

terkhusus untuk UMKM memiliki 

jalur khusus Pendaftaran untuk 

UMKM, berdasarkan Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 67 Tahun 2016 

Tentang Pendafataran Merek 

dimana jalur terdiri 2 jalur yaitu 

Jalur Umum dan Jalur UMKM 

kedua jalur ini membedakan 

pembayaran yang dilakukan antara 

Pendaftaran Merek dagang secara 

umum dan pendaftaran merek 

dagang oleh UMKM.  

2. Biaya yang dibayarkan oleh 

UMKM pada jalur UMKM yaitu 

Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu 

Rupiah) sedangkan Jalur Umum 

yaitu Rp. 2.000.000 (Dua Juta 

Rupiah) berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 

TentangJenis Dan Tarif Atas 

Penerimaan Negara Bukan Pajak 
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Yang Berlaku Pada Kementrian 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

2. Perlindungan Hukum Bagi 

UMKM  Yang Mendaftarkan 

Merek Dagang 

a. Perlindungan Hukum oleh 

Kanwil Kemenkumham DIY 

Sub Bidang Hak Kekayaan 

Intelektual 

Berdasarkan data 

wawancara dan pemberian 

Kuisioner dengan Pelaku UMKM  

bahwa dalam hal pendaftaran 

Merek Dagang UMKM di Daerah 

Istimewa Yogyakarta dalam 

melakukan pendaftaran Merek 

Dagang UMKM , sebagaimana  

Tahapan Pendaftaran Merek 

Dagang UMKM yang berada 

dalam lingkup Subdit HKI Kanwil 

Kemenkumham DIY , adapun 

penjawabaran Pemahaman Pelaku 

UMKM dalam hal pendafataran 

Merek Dagang sebagai berikut : 

Bahwa Pelaku Usaha 

UMKM Telah Mengetahui 

tentang Pemahaman Dasar 

mengenai Merek Dagang 

UMKM, dari hal Pemahaman 

Merek Dagang secara umum, 

Konsekuensi Pendaftaran, 

Manfaat pendaftaran, serta Hak-

hak ketika telah dilaksanakan 

Pendaftaran Merek Dagang, dan 

juga Telah adanya Keinginan 

untuk Mendaftarkan Merek 

Dagangnya karena merasa akan 

mendapatkan Perlindungan 

Hukum dari Pendaftaran 

tersebut, akan tetapi Pelaku Usaha 

UMKM  dalam mendaftarkan 

Merek Dagangnya sebagian besar 

tidak mengetahui Jalur-jalur 

Pendaftaran dan juga bentuk 

Fasilitas dan Bantuan 

Pemerintah dalam hal Pendaftaran 

Merek Dagang oleh sebab itu 

Kesimpulan dari kuisioner dan 

Wawancara yang saya lakukan 

bahwa Pelaku Usaha UMKM tidak 

memahami jalur jalur Pendaftaran 

Merek Dagang dan juga Fasilitas 

dan Bantuan Pemerintah dan perlu 

pendapatkan Penyuluhan dan 

Pemahaman lebih lanjut terkait 

dengan jalur jalur Pendaftaran 

Merek Dagang dan juga Fasilitas 

dan Bantuan Pemerintah yang 

mereka bisa dapatkan dalam 

mendapatkan Merek Dagang 

UMKM.  

E. Kesimpulan 
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Hasil dari penelitian ini 

menunjukan sudah adanya fasilitas 

dan bantuan Setiap Instansi dari 

pemerintah akan tetapi belum 

dimasimalkannya oleh pelaku 

UMKM dikarenakan didapatkan 

sebuah fakta bahwasanya sebagian 

besar Pelaku UMKM tidak 

mengetahui Fasilitas dan Bantuan 

Pemerintah tersebut yang berakibat 

pada tidak bisa diserap maksimalnya 

fasilitas dan bantuan Pemerintah oleh 

pelaku UMKM 

F. Saran 

Pemerintah perlu peningkatkan 

pemahaman pelaku UMKM dalam 

hal Tersedianya Fasilitas dan Bantuan 

dari Pemerintah maupun Proses 

pendafataran merek dagang  di 

Yogyakarta. 
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Jendral Kekayaan 

Intelektual Kementrian 

Hukum dan Hak Asasi 

Manusia) diakses pada 

tanggal 25 Februari 2018 

pukul 22.00 WIB. 

 

Data Permohonan Merek Dagang 

UMKM di Yogyakarta dari 

tahun 2014-2018 http://pdki-

indonesia.dgip.go.id/, 

diakses pada tanggal 08 

Maret 2018 pukul 22.00 

WIB.  
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